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Abstract: This article discusses the issue of state power in 
relation to its legal products from the perspective of modern 
state as well as Islamic law. From the perspective of modern 
state, there are basic rationale of law enforcement and its 
legislation, namely to implement order and civil harmony in 
the community; there is assumption that society keeps changing 
to which regulations must adapt. In Indonesian context, the text 
of National constitution of 1945 has stated that Indonesia is a 
nomocracy or a state which is ruled by law. It simply means 
that the state is obliged to protect its citizen and territory. 
Further, the state is obliged to create welfare for its citizen as 
well as to empower them. From the perspective of Islamic law, 
it is emphasized that the state is not the ultimate goal, it is 
merely a means of implementing Islamic teaching. As a result, 
the main goal of the state is the implementation of God law of 
earth. 
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A. Pendahuluan 
Pada abad pertengahan, orang telah mengenal makna 
konstitusi dengan sebutan yang berbeda. Dalam sejarah abad 
pertengahan ada aliran yang disebut “Monarchomachen,“ 
yaitu suatu aliran yang membenci kekuasaan absolut raja,  
mereka berusaha agar raja tidak bertindak sewenang-wenang. 
Dalam upaya  mencegah tindakan raja yang sewenang-
wenang itu, maka golongan ini menghendaki dibentuknya 
perjanjian dengan raja. Aliran ini menuntut pertanggung 
jawaban raja dan jika perlu raja bisa dipecat atau dibunuh. 
Dengan dibentuknya perjanjian antara rakyat dengan 
raja dalam kedudukan yang masing-masing sama tinggi dan 
sama rendah menghasilkan suatu naskah, yang di dalamnya 
ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari sini, 
secara lambat laun dalam perkembangan sejarah, perjanjian-
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perjanjian antara pihak yang diperintah (rakyat) dan pihak 
yang memerintah mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah 
untuk memudahkan para pihak dalam menuntut hak masing-
masing serta  mengingatkan kewajiban-kewajiban yang harus 
mereka lakukan. Arti penting dari perjanjian ini adalah bahwa 
orang tidak dapat melupakannya karena perjanjian tersebut 
bersifat tertulis. 
Di dalam kaidah hukum ditetapkan apa yang menjadi 
hak dan kewajiban anggota masyarakat di dalam pergaulan 
hidupnya, yaitu menetapkan cara bertingkah laku manusia di 
dalam hidup bermasyarakat serta keharusan untuk 
menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan 
kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan 
hukum itu akan sulit dicapai. Karenanya, perlu diiringi 
dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang 
berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum. 
Pamaksaan ketaatan akan hukum ini membawa kita kepada 
masalah kekuasaan dalam arti kemampuan untuk 
menegakkan daya paksanya.1 
Point yang sangat diharapkan, dalam proses ini adalah 
keseimbangan bobot pada kedua belah pihak (ballanced). 
Untuk itu, hukum tidak bekerja menurut ukuran dan 
pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan 
mempertimbangkan apa yang baik dilakukan bagi 
masyarakatnya. Dengan demikian, kemudian muncul 
persoalan bagaimana membuat keputusan yang pada 
akhirnya dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat 
bagi masyarakatnya. Untuk menjawab persoalan itu, hukum 
membutuhkan suatu kekuatan pendorong yaitu kekuasaan.  
Walaupun semua penyusun undang-undang 
menyusun undang-undang untuk mewujudkan keamanan 
dan ketentraman dalam masyarakat, namun, tidak ada 
seorangpun di antara mereka yang dapat menyatakan: 
“Bahwasanya aku akan menimpakan adzab, akan 
menurunkan kutukan, akan melenyapkan ketenangan dan 
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ketetapan dari pada hamba Allah yang tidak menuruti 
undang-undangnya.” 
Idealnya, kekuasaan itu bersumber pada wewenang 
formal yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada 
seseorang atau lembaga tertentu. Ini berarti, kekuasaan 
tersebut bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan 
hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.2  Jadi, 
jelaslah bahwa sejak dahulu sampai sekarang, masalah 
kekuasaan terutama di dalam negara, selalu menjadi bahan 
pikiran dan renungan, lebih-lebih setelah rakyat suatu negara 
sadar akan kedudukannya di dalam masyarakat dan negara. 
Karena sadar bahwa kekuasaan di manapun mempunyai 
kecenderungan untuk disalahgunakan, maka rakyat melalui 
pemimpin-pemimpinnya berusaha untuk memberikan 
pembatasan terhadap kekuasaan tersebut. Salah satu 
pembatasan yang telah lama dilakukan ialah melalui 
konstitusi sebagai sumber hukum formalnya.3  
 
B. Hukum dan Pengertiannya 
Dalam bahasa Indonesia “hukum” dipergunakan 
sebagai sebutan untuk mengganti istilah lain dalam bahasa 
Belanda “recht”. Recht dalam bahasa Latin “rectum” berarti 
lurus, pimpinan atau memimpin. Dengan demikian, dalam 
arti ini, hukum disamakan dengan sesuatu yang memimpin 
atau meluruskan. Namun, untuk dapat memimpin atau 
meluruskan harus ada hal yang lain yang sangat penting yaitu 
kewibawaan. 
Sehubungan dengan hal itu, Moeljatno mengatakan 
bahwa hukum adalah upaya manusia untuk mencapai 
keadilan. Di dalam penerapannya, Pascal juga menyatakan 
bahwa yang berkuasa harus adil dan  yang adil harus 
berkuasa (mempunyai wibawa). Keadilan perlu diikuti dan 
kekuasaan perlu ditaati. Keadilan tanpa kekuasaan akan 
ditentang, sebab di mana-mana selalu ada orang jahat. 
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Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Oleh karenanya, 
keadilan dan kekuasaan harus selalu dihubungkan, sebab 
segala sesuatu yang adil harus kuat dan segala sesuatu yang 
kuat harus dijadikan adil atau diarahkan kepada yang adil. 
Immanuel Kant menyatakan, yang mewajibkan kita 
menyesuaikan diri secara mutlak kepada norma atau patokan 
moral adalah hukum. Hukum bukanlah merupakan 
pembatasan-pembatasan yang tanpa dalih, akan tetapi, 
hukum memimpin manusia kepada tujuannya, yaitu 
kebahagiaan hidup bersama dengan anggota masyarakat yang 
lain. Hukum tidak bertentangan dengan kebebasan, 
melainkan justru membebaskan manusia dari keterikatannya, 
karena ketidaktahuan dan kekeliruan pengertian bahwa 
kebebasan merupakan daya untuk mengarahkan diri menuju 
kebaikan dengan perantaraan hukum, sebab hukum adalah 
pengaturan atas dasar kerja akal yang diumumkan oleh 
pemerintah atau penguasa, dengan tujuan kebahagiaan 
umum. Oleh karena itu,  bentuknya harus memerintah, isinya 
selaras dengan budi dan tujuannya adalah mengabdi kepada 
masyarakat. Oleh karena itu, ketaatan terhadap ciptaan 
pemerintah tersebut -- hukum serta peraturan-peraturan yang 
lain -- harus berdasarkan pada kerelaan masyarakat. Individu-
individu itu harus jadi tuan bagi dirinya sendiri.4  
Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan 
kedamaian sejati di dalam masyarakat, sehingga dapat terasa 
ketentraman dalam bathin setiap warga masyarakat. 
Walaupun disadari bahwa hukum itu membawa pelbagai 
pembatasan dan pengorbanan, tetap dinilai jauh lebih baik 
kalau dibandingkan dengan keadaan tanpa hukum. Oleh 
karena itu, masyarakat bersedia untuk menerima hukum 
karena masyarakat juga sadar bahwa kadang-kadang 
kepentingan individual lebih kuat ketimbang penilaian itu, 
tatanan normatif itu dikokohkan dengan sistem sanksi. 
Karena tatanan itu hanya berguna kalau semua terikat 
olehnya, maka jelas bahwa bukan sembarang tatanan normatif 
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yang dipaksakan boleh disebut hukum. Penerimaan dan 
legitimasi masyarakat termasuk ke dalam hakikat hukum.5  
Asas hukum merupakan sumber atau asal yang 
mengandung kaidah atau kebenaran dasar yang memberi 
arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih 
konkret, seluruh bidang hukum merupakan suatu kesatuan 
yang utuh.6  Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat 
hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka hukum akan 
kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan 
ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai 
moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. 
Tokoh Positivisme, John Austin menyatakan, hukum 
ada dua jenis, yaitu hukum Allah (hukum lebih merupakan 
moral hidup daripada hukum dalam arti yang sejati) dan 
hukum manusia yakni segala peraturan yang dibuat oleh 
manusia sendiri. Di sini, harus dibedakan antara hukum yang 
sungguh-sungguh (properly so called law) dengan hukum yang 
sebenarnya bukan hukum (improperely so called law). Hukum 
yang sungguh-sungguh adalah undang-undang yang berasal 
dari suatu kekuasaan politik atau peraturan-peraturan 
pribadi-pribadi swasta yang menurut undang-undang yang 
berlaku. Hukum yang sebenarnya bukan hukum adalah 
peraturan-peraturan yang berlaku bagi suatu club olah raga, 
bagi suatu pabrik, karya-karya ilmiah dan sebagainya. 
Peraturan-peraturan yang berlaku di bidang-bidang ini bukan 
hukum dalam arti yang sungguh-sungguh, sebab tidak 
berkaitan dengan pemerintah sebagai pembentuk hukum. 
Hukum yang sungguh-sungguh adalah hukum yang 
legal atau sah. Hukum yang tidak legal sebenarnya bukan 
hukum, melainkan menyerupai tindakan kekerasan. Undang-
undang dan peraturan-peraturan ditentukan menurut kriteria 
yang berlaku. Peraturan-peraturan yang legal itu mempunyai 
kekuatan yuridis.7   
                                                        
5Fransz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: PT.Gramedia, 1987), h. 75.  
6Sunaryati Hartono, Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam 
Kerangka Hukum Nasional (Bandung: Makalah Simposium di FH Unpad, 1987), 
h. 6. 
7Theo Huijbers, Filsafat Hukum  (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 42. 
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C. Makna Kekuasaan  
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau 
kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau 
kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Pengertian ini 
kendati bermakna sosiologis, boleh jadi sangat realistis 
mengingat bahwa manusia hidup pada dasarnya mempunyai 
berbagai keinginan dan tujuan yang hendak diraihnya. Dalam 
konteks ini, demikian pula yang terjadi pada kekuasaan yang 
dimiliki oleh negara, tidak terbatas dalam kehidupan antar 
manusia di bidang politik semata-mata, serta tidak pula 
terbatas pada negara yang baru tumbuh, tetapi, di bidang 
hukum pun kekuasaan senantiasa bergandengan.8  
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku atau 
kelompok lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan itu. 
Sarjana-sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti politik 
beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan 
menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan 
kekuasaan dan biasanya dianggap bahwa perjuangan 
kekuasaan mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan 
seluruh masyarakat.9 
Kekuasaan adalah masalah manusia, khususnya dalam 
kehidupan bersama manusia atau masyarakat. Namun, 
kekuasaan tidak terbatas dalam kehidupan antar manusia di 
bidang hukum semata-mata serta tidak pula terbatas pada 
negara yang baru tumbuh. Tetapi, di luar bidang hukum dan 
sebelum munculnya negara, masalah kekuasaan ini pun sudah 
mempengaruhi perikehidupan manusia, walaupun dalam 
kehidupan sekarang, kekuasaan lebih erat berhubungan 
dengan negara.10 
                                                        
8Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), 
h. 10. 
9Ibid., h. 11. 
10Cheppy Haricahyono, Ilmu Politik dan Perspektifnya (Yogyakarta: PT. 
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Suatu kekuasaan biasanya diwujudkan dalam bentuk 
hubungan. Di dalam antar hubungan ini ada pihak yang 
memerintah dan ada pihak yang diperintah atau dengan kata 
lain, ada pihak yang memberi perintah dan pihak yang 
mematuhi perintah. Dalam setiap hubungan kekuasaan, tidak 
pernah terjadi adanya persamaan kedudukan di antara pihak-
pihak yang terlibat dalam hubungan kekuasaan tersebut, 
tetapi senantiasa ditandai oleh adanya kedudukan yang satu 
lebih tinggi dibanding yang lainnya. Bahkan, tidak jarang 
hubungan kekuasaan tersebut ditandai paksaan oleh pihak 
yang lebih tinggi kedudukannya atau yang menempati posisi 
pemerintah.11  Hakikatnya ialah bahwa dalam sebuah negara 
demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, 
terutama dalam penggunaan kekuasaannya yang harus sesuai 
dengan kehendak rakyat. Hal ini telah menyebabkan sebagian 
pemikir politik menolak definisi yang mengartikan negara 
sebagai kekuasaan untuk memerintah yang dijalankan oleh 
pemerintah itu. Mereka mengatakan bahwa jika rakyat yang 
memberi keputusannya, maka dengan demikian rakyatlah 
yang sebenarnya memerintah. Akan tetapi, setiap 
warganegara masih pula harus taat kepada pemerintahnya. 
Jika dia mencoba menentang, dia seperti seseorang yang 
memasuki sebuah kawasan pertahanan tanpa memiliki 
keberanian untuk melakukan suatu tindakan apapun, karena 
dia merupakan salah seorang pemiliknya.12  
Kekuasaan supaya mantap, memerlukan legitimasi 
antara lain legitimasi etis.13 Etika politik menuntut agar 
kekuasaan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), 
disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi 
moral). Ketiga tuntutan tersebut dapat disebut legitimasi 
normatif atau etis karena berdasarkan keyakinan bahwa 
kekuasaan hanya sah secara etis apabila sesuai dengan 
tuntutan tadi. Dalam kenyataannya, orang yang memiliki 
                                                        
11Ibid., h. 168. 
12Dorothy Pickles, Pengantar Ilmu Politik, h. 31. 
13Fransz Magnis Suseno, Etika Politik, h. 39. 
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pengaruh politik atau keagamaan dapat lebih berkuasa 
daripada yang berwenang atau yang memiliki kekuatan fisik 
(senjata). Kekayaaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya 
juga merupakan sumber-sumber kekuasaan yang penting, 
sedangkan dalam keadaan-keadaan tertentu kejujuran, moral 
yang tinggi dan pengetahuan pun tidak dapat diabaikan 
sebagai sumber-sumber kekuasaan.14  Apabila legalitas 
kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan dipergunakan 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka hukum 
mempunyai wewenang tertinggi dan penguasa berada 
dibawah hukum. Unsur pemegang kekuasaan merupakan 
faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang 
dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat.15  
Artinya, hukum harus menjaga kekuasaan agar tidak merusak 
sifat dasar harkat dan martabat kodrati manusia. 
Yang dinamakan kekuasaan negara dalam pengertian 
Ibn Khaldu >n adalah dominasi dan memerintah atas dasar 
kekerasan. Kekuasaan ini memiliki dinamika kehidupannya 
tersendiri, sehingga apabila seseorang telah berhasil mencapai 
tingkat kekuasaan tertentu, ia tidak akan puas dengan apa 
yang telah dicapainya. Ia akan terus maju ke depan untuk 
mencapai tingkat kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Seakan-
akan seseorang yang telah maju di jalan kekuasaan itu tidak 
dapat mengendalikan dirinya lagi, akan tetapi terus maju ke 
depan, dibimbing oleh suatu tangan yang tidak kelihatan, 
untuk pada akhirnya, apabila ia berhasil terus, ia akan 
mencapai tingkat yang paling tinggi, yaitu kekuasaan 
negara.16 
Kekuasaan negara dalam pandangan Ibnu Khaldun 
bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang harus diciptakan 
manusia dengan bersusah payah. Kekuasaan negara baginya 
adalah sesuatu yang wajar ada, sesuatu yang alami dalam 
masyarakat manusia. Dengan demikian, kekuasaan itu adalah 
                                                        
14Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam 
Pembangunan Nasional (Bandung: Binacipta, 1978), h. 6. 
15Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum (Bandung: Alumni, 1985), h. 55. 
16A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu 
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sesuatu yang bersifat universal, yang akan selalu terdapat di 
manapun juga manusia berada. Karena itulah barangkali ia 
merasa tidak semestinya kajian ini ditinjau adanya atau 
eksistensinya dari segi agama. Ada agama atau tidak, 
kekuasaan negara itu akan tetap ada. Sama halnya dengan 
lahirnya manusia atau adanya perkawinan di kalangan umat 
manusia. Ada agama atau tidak, peristiwa itu tetap akan 
terjadi.17 
Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan 
yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat 
diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang 
mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam 
keadaan siap siaga dan bersedia mengobarkan segala-galanya 
untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak 
akan dapat ditegakkan. Bagi Ibnu Khaldun, kekuatan seperti 
itu hanya dapat ditegakkan dengan solidaritas.18 
 
D. Hukum dan Kekuasaan Dalam Pandangan Hukum 
Positif 
Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal 
(formal authority) yang memberikan wewenang atau 
kekuasaan kepada seseorang atau suatu fihak dalam suatu 
bidang tertentu. Dalam hal demikian,  kekuasaan itu 
bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum 
yang mengatur pemberian wewenang tadi. Mengingat bahwa 
hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-
ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum 
memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Kita mengenal 
polisi, kejaksaan dan pengadilan sebagai pemaksaan dan 
penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan 
batas-batas wewenangnya. Hubungan hukum dan kekuasaan 
dalam masyarakat dengan demikian dapat kita simpulkan 
sebagai berikut : hukum memerlukan kekuasaan bagi 
pelaksanaannya, sebaliknya, kekuasaan itu sendiri ditentukan 
batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan itu 
                                                        
17Ibid., h. 135. 
18Ibid., h. 137. 
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barangkali dapat dirupakan dalam slogan bahwa hukum 
tanpa kekuasaan negara merupakan aturan normatif yang 
kosong, sedangkan negara tanpa hukum akan merosot 
menjadi kehidupan yang berada di bawah sifat manusiawi 
karena akan berkembang menjadi ambisi kebinatangan, 
karena tanpa tatanan normatif. Negara berbuat tanpa tatanan 
hukum akan sama halnya dengan kekuasaan tanpa 
pembatasan, sehingga akan terjadi penindasan manusia, yang 
lazimnya disebut negara otoriterianisme.19 
Melalui konstitusi rakyat juga menyatakan 
keinginannya tentang persoalan, bagaimana peralihan 
kekuasaan negara harus dilakukan dan bagaimana kekuasaan 
itu harus diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan cara 
demikian, konstitusi sebenarnya merupakan instrumen untuk 
merakyatkan pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan 
negara dan menjauhkannya dari kemungkinan untuk menjadi 
kekuasaan absolut itu sendiri. Namun, karena konstitusi 
dibuat bukan hanya untuk dijalankan oleh pemerintah saja, 
melainkan juga oleh seluruh rakyat, pada akhirnya dia 
merupakan seperangkat aturan permainan yang mengikat 
bagi pihak yang mengemban mandat untuk memerintah 
maupun bagi mereka yang memberikan mandat tersebut. 
Apakah hukum sungguh dijalankan dalam kehidupan sehari-
hari secara umum dan sama rata ? Apakah hukum dan aneka 
peraturan yang berlaku memang mencerminkan konstitusi ? 
Apakah pemerintah yang berkuasa memang tampak sebagai 
hasil dari penyelenggaraan konstitusi ? Apakah pemerintah 
taat pada konstitusi ? Karena memang lebih sulit bagi seorang 
warganegara biasa ketimbang pemerintah untuk tidak taat 
pada konstitusi.20 
Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia 
adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat negara 
hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat 
                                                        
19Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2003), h. 100. 
20Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil (Jakarta: PT. Gramedia 
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perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada 
aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat 
perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-
aturan itu. Pancasila sebagai dasar negara yang 
mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua 
peraturan hukum dan pelaksanaannya. Ketentuan ini 
menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya 
perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-
ketentuan hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi 
dasar kekuasaan. Menjadi suatu kewajiban bagi setiap 
penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan dan 
kebenaran berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan 
pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan. Di samping itu, 
sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai 
fungsi pengayom agar cita-cita luhur bangsa Indonesia 
tercapai dan terpelihara.21 
Mengenai sikap seorang yang dikuasai, dapat 
dikemukakan bahwa pada satu pihak, ia mempunyai 
kewajiban tunduk pada penguasa, tetapi pada pihak lain, ia 
pun harus sadar akan hak-haknya sebagai anggota 
masyarakat. Baik si-penguasa maupun rakyat, harus dididik 
untuk memiliki kesadaran kepentingan umum. Kesemuanya 
ini memerlukan pendidikan yang terarah dan sistematis, yang 
tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi meliputi segala 
lembaga-lembaga kehidupan masyarakat termasuk 
lingkungan keluarga.22  
Pengasingan nilai moral dari proses politik atau 
hubungan kekuasaan, sejalan dengan ide pragmatisme dan 
sekularisasi, ikut pula bertanggung jawab sebagai sumber 
korupsi. Hal itu terjadi karena etika sebagai operasionalisasi 
moral, tidak dikaitkan kepada proses politik atau hubungan 
kekuasaan. Proses politik yang merupakan interaksi tingkah 
laku kekuasaan, tidak dikaitkan kepada nilai keadilan, 
persamaan dan kebebasan secara konsisten. Perumusan 
                                                        
21Ibid, h. 191. 
22Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum 
Nasional (Bandung: Bimacipta, 1976), h. 3. 
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kebijaksanaan dan pembuatan keputusan untuk menetapkan 
kebijaksanaan, tidak dikaitkan kepada nilai tentang kewajiban 
untuk merumuskan dan memutuskan pemberian keuntungan 
kepada rakyat banyak, ketimbang elit yang sedikit. Maka, 
etika proses politik dan etika kebijaksanaan politik, 
terasingkan dari kehidupan politik. Di dalam proses 
pengasingan moral seperti itulah bersarang niat dan 
kesempatan korupsi.23 
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), 
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini 
mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya 
pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam 
melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi 
oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht) di sini 
dihadapkan pada kekuasaan (macht). Pengertian negara 
hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh 
warga dan seluruh tumpah darah, juga dalam pengertian 
negara hukum material yaitu negara harus bertanggung jawab 
terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya.24 
Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam 
arti material itu, setiap tindakan negara haruslah 
mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan, yaitu 
kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya 
(rechtmatigheid). Dalam segala hal harus senantiasa diusahakan 
agar setiap tindakan negara (pemerintah) itu selalu memenuhi 
dua landasan tersebut.25 
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi 
(hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak 
terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara 
pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-
ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga oleh 
ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk 
konstitusional, Ketetapan MPR, undang-undang dan 
                                                        
23Arbi Sanit, Reformasi Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 144. 
24Kaelan, Pendidikan Pancasila, h. 188. 
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sebagainya. Dengan landasan kedua sistem negara hukum 
dan sistem konstitusional diciptakan sistem mekanisme 
hubungan dan hukum antar lembaga negara, yang sekiranya 
dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan dengan 
sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian 
cita-cita nasional.26 
Dengan kekuasaan atau kepemimpinan nasional yang 
kuat dan berwibawa, yang mengerti dan mampu mengisi 
aspirasi dan cita-cita rakyat, dapat diciptakan stabilitas 
nasional dan kedudukan bangsa dan negara yang kokoh 
sehingga mampu menghadapi ancaman, hambatan dan 
gangguan terhadap sistem politik kita. Dengan perkataan lain, 
kekuasaan atau kepemimpinan nasional yang kuat dan 
berwibawa dapat mempertinggi ketahanan nasional di bidang 
politik.27 Pemerintahan yang demikian mampu 
menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, mampu 
meningkatkan taraf hidup rakyat dan mampu melaksanakan 
politik luar negeri yang bebas dan aktif yang menunjang 
kepentingan nasional dan yang memberikan sumbangan bagi 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial.  
 
E. Hukum dan Kekuasaan Dalam Perspektif Islam 
Orang Islam itu mempunyai falsafah hidup, 
mempunyai satu ideologi sebagaimana juga orang Kristen 
mempunyai falsafah hidup dan ideologi, seperti juga seorang 
fasis atau komunis mempunyai falsafah hidup dan 
ideologinya sendiri-sendiri pula. Seorang Islam hidup di atas 
dunia ini adalah dengan cita-cita hendak menjadi seorang 
hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, mencari kejayaan 
di dunia dan kemenangan di akherat. Dunia dan akherat ini 
sekali-kali tidak mungkin dipisahkan oleh seorang muslim 
dari ideologinya.28 
                                                        
26Ibid, h. 190. 
27S. Pamudji, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional (Jakarta: PT. 
Bina Aksara, 1985), h. 82. 
28M. Natsir, Capita Selecta (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 436. 
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Islam mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya 
untuk memutuskan sesuatu persoalan dengan rasa keadilan 
apapun juga yang menjadi akibatnya. Dalam hal hukum, 
semua orang adalah sama dan tidak diperkenankan 
mengadakan perbedaan dalam melaksanakan keadilan. Rule of 
law adalah yang paling tinggi dan pelaksanaan keadilan 
adalah di atas segala-galanya.29 
Untuk mencapai tingkatan yang mulia itu, Tuhan 
memberi kita bermacam-macam aturan. Aturan atau cara kita 
harus berlaku berhubung dengan Tuhan yang menjadikan kita 
dan cara kita harus berlaku berhubung dengan sesama 
manusia. Di antara aturan-aturan yang berhubungan dengan 
muamalah sesama makhluk itu, ada diberikan garis-garis 
besarnya berupa kaedah yang berkenaan dengan hak dan 
kewajiban seseorang terhadap masyarakat dan hak serta 
kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang. Yang akhir ini 
tidak lebih tidak kurang ialah yang dinamakan dengan urusan 
kenegaraan itu.30 
Manusia memiliki kecenderungan mencintai dunia dan 
harta benda, termasuk kekuasaan. Kecintaaan manusia pada 
kekuasaan membuat kekuasaan selalu ingin dipertahankan, 
dengan jalan apapun dan berapun harganya. Keserakahan 
terhadap benda sebesar apapun masih tergolong kesalahan 
ringan, karena Tuhan Maha Kaya, Maha Bijak dan Maha 
Pengatur. Seberapapun besarnya harta benda yang dikuasai 
seorang manusia, Tuhan masih berkenan memberi ganti yang 
diperlukan umat-Nya. Lain halnya dengan kerakusan 
terhadap kekuasaan. Tuhan akan sangat benci bila ada orang 
yang selain menumpuk kekayaan juga menumpuk kekuasaan 
dengan merampas kemerdekaan orang lain, bahkan, 
kemerdekaan seluruh bangsa. Sikap penguasa tiran seperti itu 
juga diabadikan oleh al-Qur’an melalui figur Firaun dan 
Namrud. Firaun adalah raja diraja yang hidup pada zaman 
Mesir purba, sedang Namrud adalah penguasa di Jazirah 
                                                        
29Khurshid Ahmad, Islam Lawan Fanatisme dan Intoleransi (Jakarta: 
Tintamas, 1968), h. 52. 
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Arab. Namrud dan Firaun merupakan tipe penguasa yang 
selalu gila kekuasaan.31 
Di setiap negara yang menjunjung demokrasi, setiap 
kepemimpinan tentu saja terbuka terhadap koreksi, kritik 
malahan protes serta siap menerima dukungan, karena ini 
merupakan satu sikap kepemimpinan yang perlu 
dikembangkan dalam segala jabatan yang bersifat amanah. 
Dilihat dari sudut ajaran Islam, sikap jiwa dan mental yang 
demikian disebutkan dalam al-Qur’an dan Sunnah dengan 
rumusan “amar makruf nahi munkar”, yaitu menyuruh 
melakukan kebaikan, menyokong dan mendukungnya, di 
samping mencegah berbuat yang mungkar atau merusak, di 
mana perlu melakukan koreksi, kritik dan sanggahan. 
Demikian juga setiap dukungan tidaklah selamanya 
mengandung sokongan yang hakiki, tidak jarang mempunyai 
motivasi kepentingan pribadi atau golongan atau yang 
terkenal dalam peribahasa “ada udang dibalik batu”. Malah 
ada ucapan bahwa teman yang jujur ialah yang berani 
menerangkan kesalahan kita secara terus terang dan terbuka, 
sedang yang senantiasa “membeo” saja adalah teman yang 
berbahaya, yang akan lari atau meninggalkan kita pada saat-
saat yang diperlukan.32 
Dalam sejarah kepemimpinan Islam, sifat keterbukaan 
dan kesediaan menerima teguran dan kritik telah ditunjukkan 
oleh khalifah Abu > Bakr al-S {iddi>q. Ketika beliau dilantik 
menjadi khalifah pertama, beliau mengatakan antara lain: 
“Wahai manusia! Saya dilantik menjadi Khalifah bukanlah 
karena saya lebih baik dari pada kamu semua. Jika kamu 
melihat saya menegakkan kebenaran (al-h}aqq), maka 
sokonglah saya. Kalau kamu melihat saya terperosok kepada 
kebatilan, maka hendaklah kamu luruskan. Patuhilah kepada 
saya selama saya patuh kepada Allah. Jika saya menyimpang 
                                                        
31Daliso Mangunkusumo, Tradisi Kekerasan Politik di Indonesia 
(Yogyakarta: Lembaga Kajian Prospek, 1999), h. 22. 
32M. Yunan Nasution, Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 257. 
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dari ketentuan Ilahi, maka tanggallah kewajiban bagi kamu 
untuk mentaati saya”.33 
Sifat-sifat kebaikan yang dikemukakan Ibnu Khaldun 
itu baik untuk disimak. Ia mengatakan bahwa seorang 
pemimpin itu harus rendah hati dan menghormati 
bawahannya. Apabila pemimpin telah mulai merendahkan 
bawahan-bawahannya, mereka juga akan mulai merendahkan 
pemimpin itu dan berpaling kepada anggota keluarganya 
yang lain yang lebih memenuhi persyaratan. Kaidah tentang 
kepemimpinan ini, menurut Ibn Khaldu >n berlaku untuk 
seluruh jajaran kepemimpinan, mulai dari pimpinan 
kenegaraan sampai ke kepemimpinan yang terendah dalam 
masyarakat.34 
Islam adalah agama bimbingan, pemerintahan, politik 
dan hukum, sebab apa yang dibawa Islam, atau misi Islam 
ialah memperbaiki umat manusia dalam segala aspek 
kehidupannya, baik urusan keagamaan, urusan 
kemasyarakatan maupun urusan pengadilan. Oleh karena itu, 
sudah barang tentu memerlukan pemerintahan, pegangan, 
hukum yang adil dan tegaknya kebenaran, juga memerlukan 
perlengkapan untuk mempertahankan agama dan negara. 
Sehubungan dengan itu, Islam mempunyai beberapa pokok 
dan kaidah sebagai landasannya.35 
Seringkali orang lupakan, jikalau membicarakan 
urusan agama dan negara ialah bahwa dalam pengertian 
Islam yang dinamakan agama itu bukanlah semata-mata yang 
disebut “peribadatan” dalam istilah sehari-hari itu saja seperti 
sholat dan puasa itu, akan tetapi, yang dinamakan agama 
menurut pengertian Islam adalah meliputi semua kaedah-
kaedah, h }udu >d-h}udu >d (batas-batas) dalam muamalah 
(pergaulan) dalam masyarakat, menurut garis-garis yang telah 
ditetapkan oleh Islam itu.36 
                                                        
33Ibid, h. 258. 
34A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, h. 124. 
35Muhammad Rasyid Ridla, Wahyu Ilahi kepada Muhammad (Jakarta: PT. 
Dunia Pustaka Jaya, 1983), h. 461.  
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Dalam Islam pemerintahan ada di tangan ummat, 
bentuknya adalah musyawarah, kepala pemerintahan adalah 
imam (khalifah) yang melaksanakan undang-undang, ummat 
punya hak memilih (mengangkat) dan memecat kepala 
pemerintahan itu. Allah berfirman mengenai sifat-sifat orang 
yang beriman: “… Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka…“ (QS. al-Shu >ra > (42): 38). Rasulullah 
saw senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya 
dalam menghadapi masalah-masalah yang menyangkut 
kepentingan umum, baik yang berhubungan dengan politik, 
peperangan maupun keuangan. Yang namanya kepentingan 
umum adalah suatu kemaslahatan yang bisa berbeda lantaran 
waktu, kondisi dan situasi dan karena pertimbangan itulah 
suatu ketika musyawarah tidak dilakukan. Kalau keputusan 
mengenai kepentingan umum itu diikat dengan suatu 
peraturan, tentu ia merupakan ta’abbudi, bersifat ibadah.37 
Semua aturan-aturan itu dalam garis besarnya sudah 
terhimpun dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad 
saw. Tetapi, al-Qur’an dan Sunnah Nabi itu tidak bertangan 
dan tidak berkaki sendiri untuk menjaga supaya peraturan-
peraturannya itu dijalankan oleh manusia. 
Untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-
patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, 
perlu dan tidak boleh tidak harus ada suatu kekuatan dalam 
pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, 
sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah s.a.w. 
kepada kaum muslimin: “Sesungguhnya Allah memegang dengan 
kekuasaan Penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh 
Qur’an itu” (HR. Ibn Kathi>r).38 
Suatu negeri yang pemerintahannya tidak 
memperdulikan keperluan rakyat, membiarkan rakyat bodoh 
dan dungu, tidak mencukupkan alat-alat yang perlu untuk 
kemajuan agar jangan tercecer dari negeri-negeri lain dan 
yang kepala-kepalanya menindas rakyat dengan memakai 
“Islam” sebagai kedok atau memakai ibadah-ibadah sebagai 
                                                        
37Muhammad Rasyid Ridla, Wahyu Ilahi kepada Muhammad, h. 462. 
38M. Natsir, Capita Selecta, h. 437. 
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kedok, sedangkan kepala-kepala pemerintahan itu sendiri 
penuh dengan segala macam maksiat dan membiarkan 
tahayul dan churafat merajalela, sebagaimana keadaan 
pemerintahan Turki di zaman sultan-sultannya, maka 
pemerintahan yang semacam itu bukanlah pemerintahan 
Islam.39 
Salah satu aspek yang paling penting dan menentukan 
dalam kekuasaan atau kehidupan kepemimpinan ialah 
masalah karakter, watak. Dalam pengertian karakter itu 
termasuk segala nilai-nilai utama dalam kepribadian, tabiat, 
akhlak, pembawaan dan lain-lain, yang merupakan mustika 
hidup dan kehidupan. Keberhasilan seorang pemimpin 
banyak tergantung kepada karakter itu. Contoh yang 
mengesankan dan yang harus dijadikan tauladan ialah 
kepemimpinan Nabi besar Muhammad saw. Aspek yang 
paling penting dari revolusi (yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad saw) ialah penjelmaan moral dan jiwa yang 
diterapkan oleh beliau dalam perbuatan dan kehidupan 
pribadinya sesuai dengan kata-kata dan semangat/jiwa ajaran 
yang dibawanya.40 
Islam tidak menyuruh dan tidak membiarkan orang 
menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan 
ahlinya. Malah Islam mengancam, bahwa akan datanglah 
kerusakan dan bala bencana bila suatu urusan telah 
diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya itu. “Apabila 
satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, 
tunggullah saat kerubuhannya” (HR. al-Bukha >ry). 
Islam tidak menyuruh atau membiarkan pemerintahan 
negeri diserahkan kepada orang-orang yang penuh dengan 
churafat, tahyul dan maksiat. Islam menyuruh kita hati-hati 
memilih ketua dan pemimpin: “Sesungguhnya tidak ada yang 
berhak menjadi pemimpin kamu, melainkan Allah dan RasulNya 
dan mereka yang beriman, yang mendirikan shalat dan 
                                                        
39Ibid., h. 438. 
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membayarkan zakat. Mereka itu tunduk (taat) kepada perintah-
perintah Allah” (QS. al-Ma >idah (5): 55).41 
Moral, akhlak dan karakter kepemimpinan Nabi 
Muhammad itulah yang senantiasa dicontoh oleh sahabat-
sahabat dan pengikut-pengikut beliau, terutama oleh khalifah-
khalifah yang menggantikan kedudukan beliau sebagai 
pemimpin umat. Dalam hubungan ini, amat menarik sekali 
karakter kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu 
Bakar Siddik, yang diucapkan oleh beliau itu ketika 
pelantikannya dan dilaksanakannya selama masa beliau 
memegang pimpinan selaku al-khulafa>’ al-ra >shidu >n yang 
pertama. Dapat disimpulkan karakter kepemimpinan yang 
diterapkannya itu dalam lima hal yang menjadi pokok, 
sebagai berikut: (1) rendah hati (tawa >d }u’), (2) partisipasi dan 
kritik, (3) membela orang-orang yang lemah, mengendalikan 
orang-orang kuat, (4) konsisten dalam perjuangan, dan (5) 
mematuhi pemimpin yang amanah.42 
Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan 
etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini 
antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, 
prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip 
peradilan bebas, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip 
kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.43  Makna Qurani 
amanah adalah titipan atau pesan. Amanah dipahami sebagai 
suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu untuk 
dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-
Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Amanah 
kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.44 
Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa 
kekuasaan ataupun kepemimpinan. Sebab, pada prinsipnya, 
                                                        
41M. Natsir, Capita Selecta, h. 439. 
42M.Yunan Nasution, Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan, h. 273. 
43Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 79. 
44M. Daud Ali, M. Thahir Azhary dan Habibah Daud, Islam untuk 
Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 116.  
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kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk 
pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-orang 
yang dipimpinnya. Berhubungan bahwa kekuasaan adalah 
amanat, maka Islam secara tegas melarang terhadap para 
pemegang kekuasaan agar melakukan abuse atau 
penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkannya. Karena 
itu, pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil 
dalam arti yang sesungguhnya.45 
Berkaitan dengan kekuasaan atau kepemimpinan ini, 
Rasulullah bersabda, “Ketahuilah bahwa kamu sekalian 
adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai 
pertanggungjawabannya atas orang-orang yang dipimpinnya. 
Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan 
ia akan dimintai pertanggungjawabnnya mengenai 
rakyatnya” (HR. al-Bukha >ry dan Muslim). Hadis ini bermakna 
formal dan non formal. Dalam arti formal yang dimaksud 
dengan pemimpin adalah orang yang memegang atau 
menduduki suatu jabatan dalam struktur sebuah organisasi 
pemerintahan atau organisasi lainnya. Sedangkan dalam arti 
non formal, setiap orang memegang kepemimpinan baik 
selaku kepala keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin 
sekumpulan orang walaupun tidak secara resmi atau bahkan 
pemimpin terhadap dirinya sendiri.46 Dengan demikian, posisi 
orang sebagai pemimpin baik dalam arti formal maupun non 
formal membawa konsekuensi pada tanggung jawab terhadap 
apa yang telah dilakukannya. Apakah ia telah melaksanakan 
kewajibannya sebagai seorang pemimpin atau tidak. 
Kalau kita hendak memperbaiki negara yang penuh 
dengan kezaliman, maka perlulah dimasukkan kedalamnya 
dasar-dasar hak dan kewajiban antara yang memerintah dan 
yang diperintah. Harus dimasukkan kedalamnya dasar-dasar 
dan hukum-hukum muamalah antara manusia dengan 
manusia. Perlu dimasukkan kedalamnya pertalian rohani 
antara manusia dengan Ilahi, yang berupa peribadatan yang 
                                                        
45Faisal Baasir, Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 145. 
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chalis, ialah satu-satunya alat yang sempurna untuk 
menghindarkan semua perbuatan rendah dan mungkar. Perlu 
ditanam di dalamnya budi pekerti yang luhur, suatu hal yang 
tidak boleh tidak, perlu untuk mencapai keselamatan dan 
kemajuan.47 Dan perlu ditanamkan dalam dada penduduk 
negara itu satu falsafah kehidupan yang luhur dan suci, satu 
ideologi yang menghidupkan semangat untuk giat berjuang 
mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Semua itu terkandung 
dalam satu susunan, satu stelsel, satu kultur, satu ajaran, satu 
ideologi yang bernama Islam. 
Prinsip ketaatan rakyat terhadap pemerintahan yang 
sah dalam konteks Islam bersifat limitative. Dalam hal ini 
ketaatan rakyat terhadap pemerintah bersifat wajib 
sejauhmana ketaatan itu menuju pada kebenaran. Sebaliknya, 
jika pemerintah melakukan kesalahan maka rakyat berhak 
untuk mengkritik setiap kekeliruan yang dilakukan oleh 
penguasa agar kembali pada jalur kebenaran.48  Dari ayat al-
Qur’an dan juga hadis di atas menunjukkan bahwa 
sesungguhnya posisi rakyat sangat berkuasa. Rakyat adalah 
pemegang kedaulatan atas sebuah sistem pemerintahan. 
Pemerintah yang berjalan di atas sistem yang tidak 
dikehendaki rakyat boleh ditentang dan dilawan. 
Membiarkannya berarti telah membiarkan kezaliman hidup di 
muka bumi dan yang demikian itu dilarang keras oleh Islam.49 
Umat Islam Indonesia apakah boleh menentang 
pemerintah mengingat bahwa pemerintah sekarang tidak 
berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam, sementara 
dengan jelas al-Qur’an mengatakan bahwa orang yang 
memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang 
diturunkan oleh Allah adalah zalim. Untuk membentuk 
suatu pemerintah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah 
adalah kuncinya dengan menanamkan nilai-nilai keislaman 
dalam bingkai negara kebangsaan yang telah final. Bukan 
mendirikan negara Islam yang masih diperdebatkan 
                                                        
47 M. Natsir, Capita Selecta, h. 440 
48Faisal Baasir, Etika Politik: Pandangan Seseorang Politisi Muslim, h. 166. 
49Ibid., h. 167. 
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wujudnya, tetapi sebuah sistem pemerintahan yang selaras 
dengan nilai-nilai ajaran luhur prinsip-prinsip keislaman 
dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang 
Bhinneka Tunggal Ika. 
 
F. Penutup 
Negara memang memerlukan dasar normatif, suatu 
sistem nilai dan pandangan tentang manusia yang mendasari 
kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Akan tetapi, sistem nilai itu 
tidak boleh diciptakan oleh mereka yang kebetulan tengah 
berkuasa, tetapi harus diambil dari masyarakat sendiri, harus 
merupakan perwujudan kepribadian moral bangsa dan 
masyarakat sendiri. Jadi, sistem nilai yang mendasari 
kehidupan bernegara harus berorientasi kepada nilai-nilai 
yang hidup di dalam masyarakat dan bukan sebaliknya.  
Dalam kaitan ini, seorang pemimpin harus terbuka 
untuk menerima kritik, asal kritik itu sehat, membangun, 
konstruktif. Jangan hendaknya orang yang mengkritik atau 
melontarkan pendapat yang berbeda, dianggap sebagai lawan 
yang harus dibungkemkan. Seorang pemimpin harus 
mempunyai pendirian, bahwa orang-orang yang berani terus 
terang mengemukakan kesalahan, kelemahan dan kekurangan 
di hadapannya sendiri, itulah sahabat yang setia; bukan 
orang-orang yang hanya pandai mengangguk-anggukkan 
kepala.  
Oleh karena itu, perlu diciptakan hukum yang di satu 
pihak mampu mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, 
namun di lain pihak mampu pula mengantisipasi masa depan. 
Dalam kondisi yang demikian, Pancasila sebagai landasan 
filsafat dan norma kritiknya mampu tampil secara rasional 
memberikan kejelasan tentang landasan filsafat, sistem nilai 
dalam pengendalian sosial dan kekuasaan guna mencapai 
tujuan, yakni ketertiban, keadilan dan kesejahteraan sosial 
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